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Penawaran umum koin kripto yang dikenal dengan Intial Coin Offering yang disingkat |CO adalah
mekanisme baru untuk penggalangan modal usaha yang dilakukan oleh perusahaanprusahaan startup.
Mekanisme transaksi koin kripto pada ICO ini melibatkan pelaku usaha (founder atau developper) yang
menerbitkan koin atau token sebagai koin kripto baru, kemudian koin kripto tersebut ditawarkan kepada
masyarakat secara umum disertai dengan dokumen Whitepaper. Mekanisme transaksi koin kripto melalui
ICO di beberapa negara menimbulkan banyak masalah seperti praktek-praktek 1CO schame atau ICO
bodong yang terjadi di Cinadan Vietnam yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliar, namun
sampai saat ini masyarakat tidak bisa menuntut ganti rugi tersebut. Pokok persoalannya adalah tidak adanya
regulasi yang mengatur atau melarang praktek 1CO, di Indonesia Bappebti membuat Peraturan Bappebiti
Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komaoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang K etentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di
Bursa Berjangka akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur tentang transaksi koin kripto saat 1CO. Untuk
menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian juridis normatif dengan dukungan penelitian
empiris, maka metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan empiris terkait praktek transaksi jual beli koin kripto padalCO. Hasl|
analisis adalah terdapat permasalahan perlindungan konsumen dalam tahapan 1CO seperti masalah
pelanggaran hak atas informasi dan pelanggaran hak konsumen mendapat ganti rugi. Untuk mencegah
terjadinya permal asahan konsumen tersebut di Indonesia, perlu adanyaregulasi yang dibuat terkait transaksi
koin kripto pada ICO. Regulasi 1CO dapat dibuat dengan melakukan pendekatan dan penyesuaian dari
peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menagatur tentang Initial Public Offering (1PO).
...... The public offering of crypto assets known as the Initial Coin Offering, abbreviated as 1CO. The
mechanism for crypto asset transactions in this 1CO involves business actors (founders or devel opers)
issuing coins as new crypto assets, then these crypto assets are offered to the general public by a
Whitepaper. ICOsin several countries has caused many problems, such as ICO schame. The main problem
isthat there are no regulations that regulate ICO practices, in Indonesia Bappebti issued Regulation Number
9 of 2019 concerning Amendments to Commaodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number
5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Crypto Asset Market on the Futures
Exchange, but it does not regulate the ICO. To answer these problems a normative juridical research method
is used with statutory approach. The result is that there are consumer protection problems during the ICO
stage, such as violations of the right to information and violations of consumer rights to compensation. To
prevent this consumer problem, it is necessary to have regulations. 1CO regulations can be made by
approaching and adjusting to the regulations of the Financial Services Authority (POJK) which regulate
Initial Public Offering (1PO).
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